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Abstrak : - Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 merupakan peraturan pelaksanaan dari 

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2026 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. 

Peraturan ini menjadi dasar operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 

2026 yang memuat rincian pendapatan daerah, belanja daerah, dan 

pembiayaan daerah sampai dengan unit organisasi, program, kegiatan, 

subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Penjabaran APBD dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam 

pelaksanaan anggaran, menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam 

penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pelaksanaan program dan 

kegiatan, penatausahaan keuangan daerah, serta pelaporan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Peraturan ini 

juga menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang 

dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan 

manfaat bagi masyarakat. 

  - Peraturan Gubernur ini terdiri dari:  

1. Penjabaran pendapatan daerah. 

2. Penjabaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan, organisasi, 

program, kegiatan, subkegiatan, serta rincian objek belanja. 

3. Penjabaran pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan. 

4. Lampiran penjabaran APBD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur. 

5. Ketentuan mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 oleh seluruh 

perangkat daerah. 



  - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik - 2 - Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 44210); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan - 3 - 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 



Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E); Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 Nomor1 Seri A); 



Catatan : - 

 

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan, pada tanggal  7 Januari 2026. 

    

 


